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1ZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
NOMOR: 04 fIPK/PMPTSP-NAKER/XI-2017

Membaca : Surst permohonan izin penyelengaraan kursus yang diajukan oleh saudara ZULKIFLI BAHRI tanggal 03 Nopember 2017 selaku

penyelenggara kursus PALARPA COMPUTER

Wionimbang  © 2. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Tarah Oatar kepada lembaga terscbut ciatas dagat

diberikan |zin Penyelenggars Kursus;

batwa untuk memenutid maksed huref a ciatas perl ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 temtang Pembentukan Daersh Otonom Xabupaten dalam lingkungan Propinsi

sumatera Tengah (Lembaran Negzera Tahun 1956 Nomaor 35);

2. Undeng-Undang Momor 28 tahun 1999 tentang penyclenggasn Negara yang behas Komupsi, Kolusi Dan Mepotisme

{lewmbaran Negarz tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857);

Lindzng-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangar Megara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomar 47;

4 Undzng-lindang Nemer 20 tzhun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Tshun 2003 Nomer 78,
Fzmbahan Lembaran Negara Mormar 4301);

5. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004, tentang Femwrintahan Daerah (Lembaran Megara Ta hun 2004 MNomaor 135,
Tambzhan Lembaran Nesara Nomor 4437} sebagzimana telah beberepa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-
Undsng Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua alas UndangUndang Memeor 32 Tahun 1004 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Megara Tabun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844}

6. Undang-Undang Nomar 33 tohun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antard Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Megara Tahun 2004 Nomor 126, Tambzhan Lambaran Negara Momor 4438}

7. Peraturar Pererintah Nomor 73 T2hun:1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:

Peraturan Pemnerintah Nomor 38 Tabun 1992 tentang peran serta masyarakat pendidikan nasionul;

4. Keputusan Presiden Repubdik Indnnesra Momor 53 Tahun 1988 tentang Usehe atau keglalan vang tidak dikenakan wajib
pajak perusahazn;

10. Keputusan Presiden Republik mdunesia Nomor 68 tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerjo;

11, Keputusan Mentari ngara Pcndwagunaa-n Aparatur Megara Nemer 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana
Pelayanam 2y

13 Keputusan Menteri Pendudakan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomaor 2521/U/1999 tentang Panyalenggaraan Kursus;

12. Peraturan Bupati Tanah Datar Momor 17 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Ifa.'l:upal'.en Tanah Datar fflerltﬂ paerah ¥abupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 3
Sari C), sebagaimana telzh beherapa-kali mengalami perubaban terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 38
Tahum 2013 tentang Peofubahan Kedua Avas Peraturan Bupati Tangh Detar homor 17 Tahun 2002 tentang Pelimpahan
Sohagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Periginan Terpadu Kabupaten Tanah Datar;

1&, Peraturan Bupsti Tanah Datar Momor 45 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenangan dibidang perizinan kepada Kepala
Kunlor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tansh Datar |Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Momor 51}
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MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberl lzin Penyelenggaraan Kursus kepada-

mama Lembaga - PALAPA CORAPLITER

lenis Pendidikan - ¥Komputer, Akuntansi, Bahasa Jepang, Bahazsa Arab, #ahasa inggris, Manajemen, Pubilc

Relationhs
Rumpun Pendidikzn - lasa Bahasa dan Bisnis
Alamat o JE. 0. YAMIM NO. 56-57, JORONG BMALANA PONCO, MAGARI BARINGIM, KECANMATAM LINMA
KaLing

Pimpinan,/ Pernanggung lawab - ZULKIFLI BAHRI

Fermilik ¢ Penyclenggara : ZULKIFL BAHA}
KEDUA . |zin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai targgal  November 2017 s/d Novernber 2020
KETIGA : Penyelenggara kursus berkewajiban sobagai berikut :

a.\Wajib meryelenggarakan kegiatan belsjar tersshut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap

masyarakat

b.\Wajib menaati peraturanperaturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentuakan kemudian.

. \Wajlb mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

d_\Wa|lb mengajukan permehonan model perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh} hari sebelum masz berlaky izin

berakhir.

KEEMPAT . Dalam melaksanakan kegiatan kursus bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Datar melalui Kepala Dinas Pendidikan
KELIRAA : Bigys yang dikcluarkan sebagai skibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada ponyelenggara kursus yang bersangkutan
KEEMAM : Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana

mestinya

Ditetapkan of . Batusangkar
Pada tanggat : ¥ Mevemier 2017
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